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ABSTRAK 

Akhir tahun 2019 adalah awal dari penyebaran Covid-19. Pemerintah telah 

menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam dan menentukan status darurat 

kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan kesehatan masyarakat 

memburuk dan mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga 

secara signifikan memberikan dampak penurunan bagi perekonomian negara dan 

juga global. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan 

laju penyebaran Covid-19 sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus 

tersebut. Namun, pedoman yang dikeluarkan memperburuk ketidakstabilan 

berbagai sektor dan tumpang tindih dalam menerapkannya. Tesis ini untuk 

menganalisis keadaan darurat dan kebijakan hukum dalam penanggulangan 

pandemi pada masa pemberlakuan pembatasan sosial dan arah politik hukum 

pemberlakuan pembatasan sosial dalam perspektif economic analysis of law. 

Penelitian hukum yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan untuk menemukan koherensi antara hukum dan peraturan 

terkait. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menemukan konsep hukum 

dalam konteks kekuasaan eksekutif, keadaan darurat negara, dan politik hukum. 

Penelitian dalam tesis ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan pendekatan 

ilmu sosial lainnya, yaitu economic analysis of law. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan darurat pandemi Covid-19 di 

Indonesia merupakan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan UU 

Kekarantinaan Kesehatan 2018. Untuk memenuhi hak warga negara sekaligus 

menciptakan stabilitas negara, Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial 

dengan mengeluarkan kebijakan hukum berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberian 

bantuan juga diberikan kepada masyarakat untuk mendukung kehidupan selama 

pembatasan sosial. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah, dengan kata lain, 

politik hukum pembatasan sosial berupa PSBB dan PPKM adalah untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju penyebaran pandemi 

Covid-19 dan perlindungan ekonomi negara yang meliputi efektivitas, stabilitas, 

dan percepatan laju ekonomi negara selama pandemi Covid-19. Proteksi 

perekonomian merupakan wujud tanggung jawab negara terkait pandemi Covid-19. 

Agar pandemi Covid-19, kebijakan yang diambil harus benar-benar efektif dan 

efisien. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan hukum darurat di luar aspek 

kesehatan secara lebih konstruktif menuju efektif dan bermanfaat dengan 

mengurangi biaya sosial dan material, serta memprioritaskan hak konstitusional 

rakyat, mata pencaharian yang sangat layak dan sejahtera. Pemerintah juga perlu 

aktif mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sebagai 

bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas, bahwa salah satu tujuan menetapkan 

undang-undang dan kebijakan hukum untuk melawan pandemi Covid-19 adalah 

menstabilkan perekonomian negara. 

 

Kata Kunci : Pembatasan Sosial, Politik Hukum, Perekonomian, Economic 

Analysis of Law
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ABSTRACT 

The end of 2019 is the beginning of the spread of Covid-19. The government 

has designated Covid-19 as a non-natural disaster, determining public health 

emergency status. The Covid-19 pandemic caused public health to deteriorate and 

resulting in death. Not only that, but the Covid-19 pandemic also significantly gives 

impacts the country's economy and global decline. The government implemented a 

policy of social restrictions to reduce the rate of spread of Covid-19 while 

addressing the impact caused by the virus. However, the guidelines issued 

aggravate the instability of various sectors and overlap in implementing it. This 

thesis is to analyze emergencies and legal policies in response to pandemics during 

the enactment of social restrictions and the political direction of the law of the 

enactment of social restrictions in the perspective of economic analysis of law. The 

legal research conducted in this thesis is using a statutory approach to find 

coherence between the related laws and regulations. A conceptual approach is also 

used to discover legal concepts in the context of executive power, state emergency, 

and legal politics. The research in this thesis is also conducted using the help of 

other social science approach, namely economic analysis of law. 

The results showed that the state of emergency for the covid pandemics in 

Indonesia is a public health emergency under the Health Quarantine Law 2018. To 

fulfill citizens' rights while creating state stability, the Government imposed social 

restrictions by issuing Large-scale Social Restrictions (PSBB) and The Enactment 

of Restrictions on Community Activities (PPKM) legal policies. The provision of 

assistance follows this to the community to support life during social restrictions. 

The goal to be achieved by the Government, in other words, the legal politics of 

social restrictions in the form of PSBB and PPKM are to improve public health by 

reducing the rate of spread of the Covid-19 pandemic and the protection of the 

country's economy which includes the effectiveness, stability, and acceleration of 

the country's economic rate during the Covid-19 pandemic. Financial protection is 

a manifestation of state responsibilities related to the Covid-19 pandemic. In order 

for the Covid-19 pandemic, response policy has to be truly effective and efficient. 

The Government needs to develop emergency law policies outside the health 

aspects more constructively towards effective and beneficial by reducing social and 

material costs and prioritizing the constitutional rights of the people, incredibly 

decent and prosperous livelihoods. The government also needs to actively socialize 

laws and regulations to the community as a form of responsibility and 

accountability that establishing laws and legal policies to counter the Covid-19 

pandemic is to stabilize the country's economy. 

 

Keywords: Social Restrictions, Legal Politics, Economy, Economic Analysis of Law
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